
BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI

NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Menimbang

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! INDRAGIRI HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari

Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Pcnerima
Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gai Dan
Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pcgawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat: ...



Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebaygaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor © Tahun
1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat [1 [ndragivi
Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repttblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undane-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nevara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

2.

3.

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentanye

4.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 1%

Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92};

5. Peraturan ...



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kcpada Pegawal Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Angyvota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pojabat Negara,
Penerima Pensiun dan Pencrima Tunjangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanyju
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Dacrih
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 10):

8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2U18

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belay
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK ‘TERKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJ! DAN
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGER! SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WARIL
BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KAKYAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATIEN
INDRAGIRI HULU

BAIL



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal }

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1, Pemerintahan Daerah adalah penyvelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewsn
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dakim
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Daser
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hulu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjputiisa
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota) DPRD Kabupaten
Indragiri Hulu termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPR
Kabupaten Indragiri Hulu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalal)
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara letap oleh:

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Calon Pegawai Negeri Sipil vang sclanjutnya disingket CPVS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu.
Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
Tunjangan adalah Pembayaran vang dilakukan secara
teratur kepada karyawan vang dibavarkan bersarmece)
dengan gaji.
Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatike
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pembcri kerja
kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menuriit
Suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perature

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

perundang-undangan.



10. Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya adalah Tambahan
Penghasilan Pegawai di lingkungan Pernerintah Kabupaten
Indragiri Hulu dengan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja
dan Kelangkaan Profesi yang dibavarkan sesual kelentuan
peraturan yang berlaku.

11.Surat Perintah Membayar vang sclanjutnya disebut SPM
adalah dokumen- yang. diterbitkan oleh pengguna
Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pcjabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana vang bersiumber
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen
lain yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkial
SP2D adalah dokumen yang digunakan scbagai dusar
pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, CPNS, Bupati dan Wakil Bupati Serta Anggota DPRD
diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Kets
Belas.

(2} PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS vung
sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara aluu
ditugaskan di luar instansi pemerintah dacrah.

Pasal 3
(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Bupati dan Wakil

Bupati Serta Anggota DPRD scbagaimana dimaksud dailain
Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 [satu beled
pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Rava.

a

(2) Dalain ...



Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (duaj bulen
sebelum bulan Hari Raya scbagaimena dimaksuxd pact
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tctap) diberikan sehisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.
Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, CPNS Bupau
dan Wakil Bupati Serta Anggota DPRD diberikan sebesaur

penghasilan pada bulan Juni.
Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagai
dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya ditcrima karena perubahaun
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap dibcrikan
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diberikan bagi PNS, CPNS, Bupati dan Wakil
Bupati Serta Anggota DPRD meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum, dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.
Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksiuc
pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuarigisi
daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud paca aval
(1) dan ayat (3) tidak dikenakan polongan furan dan
potongan lain berdasarkan ketentuan perauran
perundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)

(3)

(4

(S)

(6

(7)

(3

ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAL...



BAB Ill

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, CPNS, Bupati dan Wakil

Bupati Serta Anggota DPRD dibayarkan paling cepat |U

(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksucd

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari

Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, CPNs,

Bupati dan Wakil Bupati Serta Anggota DPRD dibavarkan
pada bulan Juli.

(4) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimanu
dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji dan

Tunjangan Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan

a

bulan berikutnya.

Pasal 5
Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Perrmintain

Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Rava, Gaji dan

Tunjangan ketiga Belas dilakukan scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6
Pendanaan pemberian tunjangan hari rava, gaji dan tunjangan
ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

+scent—

PARAF KOORDINASI PARAF
KOORSINASNY Ditetapkan di Rengat

pada tanggal 23 Mei 2019
KABAG HUKUN

KEPALA BAGIAN

Yor KEPALA DINAS
fhe: AUK BUPATI INDRAGIRI HUL

KEPALA BADAN/INSPEKTUR 4 7
KEPALA BAGIAN KEPALA KANTOR/DIREXTUR RSUD a. YOPI ARIANTO

E

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019NOMOR 30
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